SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang,

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : H.Harno, S.E.
Alamat : Dukuh Rumbut Malang, RT. 006/RW. 004, Desa
Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang

Email: bayu.andriyanto1986@gmail.com

NIK : 3317071212650004
2. Nama . H. Bayu Andriyanto, S.E.
Alamat : Gang Kundi Nomor 25, RT. 002/RW. 002, Desa

Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten
Rembang
Email: bayu.andriyanto1986@gmail.com

NIK : 3311112303860001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Rembang Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020, 17 Desember
2020 dan 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Nimerodi Gulo, S.H., M.H.
(Nomor KTA: 00.10531); Karyono, S.H. (Nomor KTA: 013-00175); Sri
Wahyuningsih, S.H. (Nomor KTA: 16.05925); Aperdi J. Situmorang, S.H. (Nomor
KTA: 02.10284); Enny Maryani, S.H.; Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., CLI.,



CRA., CTA. (Nomor KTA: 262824/001/DPP-KAI/2010); Dr. Umbu Rauta, S.H.,
M.Hum. (Nomor KTA: 16.10.14.467), Advokat/Penasehat Hukum pada kantor
Lembaga Studi & Bantuan Hukum “TERATAI” (Tegas — Rasional — Tangkas serta
Independen), beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 03, RT. 07 RW. 04,
Perumnas, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah,
baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai e Pemohon;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, beralamat di Jalan Pemuda KM.

2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/PY.02.1-SU/3317/KPU-Kab/1/2021, tanggal 18
Januari 2021 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H. (Nomor KTA:
20.00357); Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. (Nomor KTA: 00.12190); Zahru Arqom,
S.H., M.Lit. (Nomor KTA: 02.11294); Imam Munandar, S.H. (Nomor KTA:
13.00338); Muhammad Adi Sunata, S.H. (Nomor KTA: 12.00040); Muhamad
Hasan Muaziz, S.H., M.H. (Nomor KTA: 19.01290); Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.
(Nomor KTA: 18.01964); Yuni Iswantoro, S.H. (Nomor KTA: 18.00843); Viktor
Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Nomor KTA: 012-07701/ADV-KAI/2018); M.M.R.
Syukranil Khitam, S.H. (Nomor KTA: 18.00802); Muhammad Misbah Datun, S.H.
(Nomor KTA: 20.00125); Chitto Cumbhadrika, S.H., M.H., C.L.A. (Nomor KTA:
15.01111), Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HICON Law & Policy
Strategies, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta
Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------=-==-===msmsm o Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
1. Nama : H. Abdul Hafidz

Alamat : Desa Pamotan, RT. 001/RW. 013, Kecamatan Pamotan,

Kabupaten Rembang



NIK : 3317071807630001
2. Nama : H. Mochamad Hanies Cholil Barro
Alamat : Jalan KH. Bisri Mustofa Nomor 1, RT. 001/RW. 002, Desa

Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

NIK : 3317101708820003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Rembang Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada
Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M,;
Simeon Petrus, S.H.; Abadi Hutagalung, S.H.; Paskaria Tombi, S.H., M.H.; M.
Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; M. lIhsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si.; Yodben
Silitonga, S.H.; Benny Hutabarat, S.H.; Heri Perdana Tarigan, S.H. (Nomor KTA:
15.10.9.927); Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si.; Aries Surya, S.H.; Johanes L.
Tobing, S.H., M.H.; Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H.; Wiradarma Hafera,
S.H., M.H.; Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.; P.S. Jemmy Mokolensang,
S.H. (Nomor KTA: 02.10916); Army Mulyanto, S.H.; Rikardus Sihura, S.H.
(Nomor KTA: 15.10310); Arie Achmad, S.H. (Nomor KTA: 00.11159); Samuel
David, S.H.; Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; Roy Valiant Sembiring, S.H.;
Karto Nainggolan, S.H.; Efri Donal Silaen, S.H.; | Made Ananta Jaya Artha, S.H.;
Devyani Petricia, S.H.; M. Nur Kholis, S.H.; Ahmad Najieh, S.H., Advokat atau
Konsultan Hukum pada “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR)
Pusat PDI Perjuangan” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng,
Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas

nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai e Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon,;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;



Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

Kabupaten Rembang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan

surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamabh)
pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 20/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor
20/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

l. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah

Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan
penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Rembang Tahun 2020.

. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6
Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan
bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a)
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d)

pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/1X/2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi
Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil
Bupati Rembang Tahun 2020 [vide bukti P-3];

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rembang Nomor 144/PL.02.3-Ppt/3317/KPU-Kab/I1X/2020 tentang
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang
tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon
Bupati dan Wakil Bupati Rembang dengan Nomor Urut 01 (satu) [vide bukti
P-4];

d. Bahwa meskipun selisih suara Pemohon tidak memenuhi syarat

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf ¢ UU Pilkada yang



menyatakan: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000
(lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan
perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling
banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan
suara tahap akhir KPU  Kabupaten/Kota. @ Namun, dengan
mempertimbangkan: (a) eksistensi dan hakikat Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu lembaga peradilan yang memberikan perlindungan
terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara (Pemohon); dan (b)
demi mengutamakan terwujudnya keadilan substantif ketimbang keadilan
prosedural (formal), maka seyogianya Mahkamah Konstitusi dapat

memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

. Bahwa hak konstitusional yang dimaksud dalam huruf d, yaitu hak atas
upaya hukum yang efektif (right to effective remedy), dengan penjelasannya
sebagai berikut:

- Art. 8 Universal Declaration of Human Right (UDHR) menegaskan
bahwa: “everyone has the right to an effective remedy by the competent
national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him
by the constitution or by law”. Selanjutnya Art. 2.3 International
Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan:

Each state party to the present Covenant undertakes: (a) to
ensure that any person whose rights or freedoms as herein
recognized are violated shall have an effective remedy,
notwithstanding that the violation has been committed by persons
acting in an official capacity, (b) to ensure that any person
claiming such a remedy shall have his right thereto determined
by competent judicial, administrative or legislative authorities, or
by any other competent authority provided for by the legal system
of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy, (c)
to ensure that the competent authorities shall enforce such
remedies when granted.

Senada dengan kaidah tersebut, Paton mengatakan bahwa:
‘Remedial rights arise from the infringement of a primary right, whether
that right is created by a juristic act or directly by law”. Dengan demikian



f.

hakikat dari remedial rights adalah bersifat prosedural yang bertujuan
untuk menegakkan primary rights;

- Hak ini memang tidak secara spesifik diatur di dalam Bab XA UUD 1945,
tetapi ketentuan dalam konstitusi yang paling mendekati right to
effective remedy adalah kaidah dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
yang menentukan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”. Meski demikian secara teoritis, non eksistensi
hak tersebut dalam BAB XA tidak berarti bahwa hak itu tidak ada.
Mengingat hakekatnya sebagai hak yang bersifat prosedural dengan
fungsi korektif atau remedial, maka, hak tersebut dapat eksis secara
logis berdasarkan keadaan pelanggaran terhadap ketentuan

substantive tentang HAM;

- Ketentuan substantive HAM yang dimaksud adalah hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945,
dimana dalam konteks perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia menurut Pasal 281 ayat (4) UUD 1945
menjadi tanggungjawab negara khususnya pemerintah dalam hal ini

Mahkamah Konstitusi (the guardian of the human rights);

- Selanjutnya, terkait keadilan substantif yang dimaksud dalam poin c,
yaitu prinsip hukum universal: “tidak seorang pun boleh diuntungkan
oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak
seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de

injuria sua propria);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor
200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XI11/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-5].



.  TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan
bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor
200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/Xl11/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan
pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.20 WIB [vide bukti P-5];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada juncto Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU
7/2017) ditegaskan terkait hakikat pemilihan umum, termasuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah
untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 UU Pilkada juncto Pasal 2
UU 7/2017, pemilihan umum (juga termasuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota),
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil;



3.

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana atau instrumen pengisian
jabatan publik dalam sebuah negara demokrasi konstitusional
(constitutional democratic state) yang sejatinya berhakikat tahapan dan
tata cara yang wajib ditempuh dan dijalani oleh semua pihak terkait, baik
peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun pemilih;

Bahwa sejalan dengan angka 3 di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
diselenggarakan dalam dua tahapan utama yaitu tahap persiapan dan
tahap penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pilkada,
yang selanjutnya dijabarkan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020;

Bahwa untuk terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis
dan memenuhi asas-asas pemilihan umum, diperlukan instrumen
pengawasan dan pemantauan sesuai amanat UU 7/2017, hal mana
terwujud dengan adanya kelembagaan pengawasan pemilihan umum,
penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum, dan

dimungkinkannya pemantauan pemilihan umum dari masyarakat;

Bahwa terkait kelembagaan pengawasan pemilihan umum, baik
berkenaan dengan kedudukan, tugas, dan wewenang, serta prosedur
pelaksanaan pengawasan, telah diatur secara lugas baik dalam UU
7/2017 juncto UU Pilkada, maupun dalam beberapa peraturan badan
pengawasan pemilihan umum, seperti Peraturan Badan Pengawasan
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Badan

Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang



10.
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Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang, telah
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang,
dalam beberapa tahapan, khususnya tahapan pemungutan suara,
penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai
dengan tanggal 15 Desember 2020;

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon,
sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XI1/2020
tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Rembang Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan

calon, sebagai berikut [vide bukti P-5]:

Tabel 1
No Nama Pasangan Calon Perolehan
Suara
1 | H. Harno, S.E. - H. Bayu Andriyanto, S.E. 208.736
2 H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro 214.237

Total Suara Sah 422973

Selisih Suara 5.501

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua
dengan perolehan suara sebanyak 208.736 (dua ratus delapan ribu tujuh

ratus tiga puluh enam) suara [vide bukti P-5];

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut
pada angka 9, disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran
administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, (utamanya pada
tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil),
yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara




11

Pemohon. Adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud, berkenaan
dengan hal-hal berikut:

a. Jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi) ketentuan
Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan
KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana
mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan
jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma
lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk
setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut
[vide bukti P-6]:

1) TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;

2) TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

3) TPS 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan;

4) TPS 2, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;

5) TPS 5, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;

6) TPS 1, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
7) TPS 5, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
8) TPS 4, Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;

9) TPS 1, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

10) TPS 3, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

11) TPS 4, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

b. Jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang) dari
ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada juncto Pasal 20 ayat (1) huruf
a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap
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TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT
ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang
tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu
terjadi di beberapa TPS berikut [vide bukti P-7]:

1) TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
2) TPS 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
3) TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
4) TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
5) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
6) TPS 2, Desa Melawat, Kecamatan Pamotan;

Ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa
menggunakan Formulir A5S—KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 95
ayat (1) UU Pilkada juncto Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terjadi
di [vide bukti P-8]:

1) TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

2) TPS 3, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

3) TPS 4, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

4) TPS 5, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

5) TPS 6, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

. Ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa
TPS, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf d PKPU Nomor 19 Tahun 2020, yang terjadi di beberapa TPS
berikut ini [vide bukti P-9]:

1) TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;

2) TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;

3) TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;

4) TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
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5) TPS 3, Desa Peragen, Kecamatan Pamotan,;
6) TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
7) TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
8) TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
9) TPS 1, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
10) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
11) TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
12) TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
13) TPS 3, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
14) TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

15) TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

16) TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

17) TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

18) TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

19) TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

20) TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

e. Ditemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang
digunakan. Kejadian dimaksud menunjukkan bahwa terdapat pemilih
yang menggunakan hak pilih-nya lebih dari satu kali, yang mana terjadi
di TPS 1 Desa Megal Kecamatan Pamotan [vide bukti P-10];

f. Ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih-nya lebih dari sekal
dalam TPS yang sama, terjadi di [vide bukti P-11]:

1) TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
2) TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
3) TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
4) TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

5) TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

11. Bahwa dengan adanya fakta pelanggaran administrasi sebagaimana
disebutkan pada angka 10 (a sampai huruf f), Pemohon telah
melaporkannya kepada lembaga yang berwenang dalam melakukan
pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati



12.

13.

14.

14

dan Wakil Bupati Rembang, baik Panitia Pengawas Kecamatan dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang. Namun, upaya
Pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, sampai dengan diajukannya permohonan ini;

Bahwa berkaitan dengan upaya Pemohon pada angka 11, Pemohon juga
mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rembang untuk melakukan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS
bermasalah sebagaimana disebutkan pada angka 10, namun belum juga

memperoleh tanggapan sampai dengan diajukannya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terbukti telah terjadi
pelanggaran-pelanggaran administrasi (baik pada tahapan pemungutan
suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil), pada penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, yang nyata-
nyata telah berdampak pada peroleh suara Pemohon. Hal ini dapat
dibuktikan dengan adanya pelanggaran administrasi di 11 (sebelas)
kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten

Rembang;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka upaya
hukum yang tersedia bagi Pemohon dalam rangka menjamin
perlindungan hak konstitusional Pemohon, yaitu dengan mengajukan
permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Rembang Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.

PETITUM

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XI11/2020 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
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Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember
2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.20
WIB;

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara

Ulang di beberapa TPS, yakni:

3.1. TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
3.2. TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
3.3. TPS 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan;
3.4. TPS 2, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
3.5. TPS 5, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;

3.6. TPS 1, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
3.7. TPS 5, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
3.8. TPS 4, Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
3.9. TPS 1, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

3.10. TPS 3, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

3.11. TPS 4, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

3.12. TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
3.13. TPS 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
3.14. TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
3.15. TPS 2, Desa Melawat, Kecamatan Pamotan;
3.16. TPS 3, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
3.17. TPS 4, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
3.18. TPS 5, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
3.19. TPS 6, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
3.20. TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;

3.21. TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;

3.22. TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;

3.23. TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
3.24. TPS 3, Desa Peragen, Kecamatan Pamotan;
3.25. TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;

3.26. TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
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3.27. TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan,;
3.28. TPS 1, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
3.29. TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
3.30. TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
3.31. TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
3.32. TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
3.33. TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
3.34. TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
3.35. TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
3.36. TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
3.37. TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
3.38. TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
3.39. TPS 1, Desa Megal, Kecamatan Pamotan;
3.40. TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

3.41. TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

3.42. TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

3.43. TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

3.44. TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan
bukti P-23 sebagai berikut:

1.

2.

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan
Nomor Induk Kependudukan 3317071212650004 atas nama
H. Harno, S.E.;

Bukti P-2 . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, dengan
Nomor Induk Kependudukan 3311112303860001 atas nama
H. Bayu Andriyanto, S.E.;
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Bukti P-3

Bukti P-4

Bukti P-5

Bukti P-6

Bukti P-7

Bukti P-8

Bukti P-9

Bukti P-10
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Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang Nomor 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-
Kab/1X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Rembang Nomor 144/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Rembang Tahun 2020;

Fotokopi salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-
Kab/XIl/2020, tertanggal 15 Desember 2020 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Tahun 2020;

Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020 yang di 120 (seratus dua puluh) TPS tentang jumlah
surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi);

Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020 yang di 97 (sembilan puluh tujuh) TPS tentang jumlah
surat suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang);

Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020 yang di ke-7 (tujuh) TPS tentang pemilih pindahan yang
menggunakan haknya tanpa menggunakan Formulir A5—
KWK;

Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020 yang di 25 (dua puluh lima) TPS tentang ditemukan
kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa
TPS;

Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020 yang di 1 (satu) TPS tentang ditemukan daftar hadir
pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Bukti P-11

Bukti P-12

Bukti P-13

Bukti P-14

Bukti P-15

Bukti P-16

Bukti P-17

Bukti P-18

Bukti P-19

Bukti P-20

Bukti P-21

Bukti P-22

Bukti P-23
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Fotokopi salinan keberatan saksi dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun
2020 yang di 5 (lima) TPS tentang ditemukan pemilih yang
menggunakan hak pilih-nya lebih dari sekali;

Fotokopi catatan keberatan saksi dalam pelaksanaan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas
Kecamatan, Nomor 001/PL/PB/Cam.Kaliori/14.28/XI1/2020,
tanggal 15 Desember Tahun 2020;

Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan kepada Badan
Pengawas Pamilihan Umum Kabupaten Rembang, Nomor
005/PL/PB/Kab/14.28/X11/2020 tentang Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, tanggal
19 Desember;

Fotokopi surat dari Pemohon kepada Termohon tertanggal
15 Desember 2020 perihal Permohonan Pemungutan Suara
Ulang;

Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan
Lasem Nomor O01/REG/LP/HB/Lsm/XI11/2020, tanggal 15
Desember Tahun 2020;

Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan
Sale, Nomor O01/REG/LP/HB/Sale/XI1/2020, tanggal 15
Desember Tahun 2020;

Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan
Kragan, Nomor 01/REG/LP/HB/Krg/XlI1/2020, tanggal 15
Desember Tahun 2020;

Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan
Sumber, Nomor 01/REG/LP/HB/Sbr/XIl/2020, tanggal 15
Desember Tahun 2020;

Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan
Sarang, Nomor 01/REG/LP/HB/Srg/XlI1/2020, tanggal 15
Desember Tahun 2020;

Fotokopi surat laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan
Pamotan, Nomor 01/REG/LP/HB/Pmt/XI1/2020, tanggal 15
Desember Tahun 2020;

Fotokopi tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 005/PL/
PB/Kab/14.28/XI1/2020, tanggal 15 Desember 2020;

Fotokopi surat tim pemenangan Pemohon kepada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang,
tertanggal 15 Desember 2020, perihal Laporan Pelanggaran
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi

Jawaban sebagai berikut:

l. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun

2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1)

2)

3)

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU
Pemilihan—Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “Perkara perselisihan
penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan d